
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: 19 TAHUN 1989 SERI D NO. :11 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 1988

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN 
DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan penyelengga­
raan pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya gbna dan ber­
hasil guna, dipandang perlu mengatur sumber-sumber pen­
dapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasan­
nya;
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NOMOR: 19 

LEMBARAN DAER.AH 
PROPINSI DAERAH 11NGKAT I 

JAWATENGAH 

TAHUN 1989 SERI D NO. , II 

PERA11JRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA.TENGAH 

NOMOR 20 TAHUN 1918 

TE~'TANG 

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYMN Of.SA.. PENGURUSAN 
DAN PENGA WASANNYA 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

GUBEJtNUR UPALA DAERAH TINGIAT I JAWA TtNGAH 

Meai■ltan& : a. bahwa dalam rangb penircbtan pembinaan pe~ 
raan pemerintahan dan pcmbarwunan Desa di Propinsi 
Oaerah Tmgkat I Jawa Tenph seca,. benlaya g\lna dan btt· 
hasil guna. dipandang perlu menplur sumber!"sum~r pcn­
dapatan dan teby.tan Desa,. pcngurusan dan pengawasan­
nya: 

J.l 
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1979jo Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 1982, pengaturan tentang Sumber 
Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurasan dan Peng­
awasannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pbkok-po- 
kok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah­
an Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 

tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten­

tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurasan 
dan Pengawasannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
tang Pungutan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 ten­
tang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran 
Keuangan Desa ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 1983 tentang Lembaga Musyawarah Desa;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

♦

Dengan persetujuan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN 
KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN­
NYA.
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Men&ina•• 

Menetapkan 

34 

2 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 2l ayat (3) Undang-undang 
Nomor S Tahun 1979 jo Pasal 13 Peraturan Ma'llcri Dalam 
Ncgeri Nomor l Tllnm 1982, pc:npturan acnaan,; Sumber 
Pendapatan clan tebyun 0esa. Pensurusan clan Peng­
awasannya perlu ditdapbn denpn Peratwan Daerah Pro­
pinsi Dacrah Tmgkat I Jan Tengah. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

1. 

8. 

9. 

Undana-undana Hamor S Tahun 1974 lenlang Pokok-po­
kok Pemerintahan di Dacrah ; 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tenting Pembcn­
tukan Propinsi Jawa Tenph ; 
Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tentang Pemerintah­
an Dcsa; 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor I Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pendapatan dan Kckayaan Desa. Pengurusan 
dan PengawasaMya ; 
Peraturan Menieri DalaJn Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
tang Pungutan Desa; 
Perc1turan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 ten­
Lang Penyusunan Anggaran Penerimaan clan Pengeluaran 
Keuangan Desa ; 
Peraturan paerah Propinsi Dacrah Tmgkat I Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 1983 ~ Lembap Musyawarah Desa ; 
Peraturan Oaerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tentang"Keputusan Desa • . 
Dengan pmetujuan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah ~­

pinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengata; 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN DAER.AH PROPINSI DAERAH nNGKAT I 
JAWATENOAHTENTANOSUMBERPENDAPATANDAN 
KEKA YAAN OESA, PENOURUSAN DAN PENOAWASAN­
NYA 
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang Nomoi15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan/ 
atau Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah;

d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

e. Desa adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di- 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerinta­
han terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

f. Kelurahan adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerin­
tahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan 
rumah tangganya sendiri; ,

g Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;

h. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah 
Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ;

i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, Pendapatan yang ber­
asal dari pemberian Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pen­
dapatan yang sah;

j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang 

bersangkutan;

k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat de­
ngan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan 
kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam ke­
lompok masyarakat itu;
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BAB I 

KETENI1JAN UMUM 
Pasal I 

Dawn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pcmerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalaJn Undang• 
undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-pokot Pemerintahan di Daerah ; 

b. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tmgkat I Jawa Tengah dan/ 
atau Pemerintah Daerah Tmgkat II di Propinsi Daerah Tmgbt I Jawa Tengah ; 

c. Gubemur Kepala Qaerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tmgkat I Jawa 
Tengah; 

d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walitotamadya Kepala 
Daerah Tmgkal II di Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah ; 

e. Desa adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tangkal I Jawa Tengah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat tennasuk di­
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempuny-.ti organisasi pemerinta­
han terendah langsung dibawah Carnal dan berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri dalam lkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

f. Kelurahan adalah sualu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai orgarusasi pemerin­
tahan terendah lan,sung di bawah Camat. yang lidak berhak menyeleruar.tkan 
rumah tangganya scndiri ; 

I 
g. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa 

Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; 

h. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah dimusyawarahbn/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah 
Desa serta telah mcndapal pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ; 

i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapalan asti Dcsa. Pendapatan yang ber­
asal dari pemberian Pemerintah, dan Pcmerintah Daerah serta lain--lain pen. 
dapatan yang sah ; 

j. Kekayaan Desa adalah sepia kekayaan dan sumber penghasilan bagi Oesa yang 
bersangkutan ; 

k. Swadaya masyarabt adalah kemampuan dari suatu kelompok. masyarakat de­
ngan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar k.earah pcmenuhan 
kebutuhan jangka pendek maupun jangk.a pa.,;ang yang dirasabn dalam ke­
lompot masyarakat itu ·: 
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L Golong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga 
serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga 
Desa dan atau antara Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi 
kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkat­
kan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituiL

BAB H

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, 
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama 
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan Desa, terdiri atas :

a. Pendapatan asli Desa terdiri ;
b. Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat dan Pe­

merintah Daerah;
c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Pendapatan Asli Desa sendiri dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal 1 Pasal 
ini, terdiri dari :
a. Hasil kekayaan Desa ;
b. Hasil dari Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa ;
c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa ;
d. Pungutan Desa ;
e. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi 

Desa dan lumbung Desa, yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.

(3) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pusat dan Pemerintah Dae­
rah dimaksud ayal (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah ;
c. Sebagian dari hasil pemasukan pajak dan retribusi Daerah yang diberikan 

kepada Desa.
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l Gotong royong adalah bentuk kerjasama flUl8 spontan dan sudah melembaga 
sertil mengandung unsur-unsur timbal batik yang bersifat sukarela antara Warga 
Desa oan atau anlara warp Desa dengan Pemerincah Desa uncut memenuhi 
kebutt:han yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkat­
kan k.csejahteraan bersama bait materiil maupun spirituil 

BA 8 II 

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN OF.SA. 
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA 

B•sl•n Pertama 
Sumber Pendapatan du Kekayun Desa 

Pasal 2 

(l) Swnber pendapatan Desa, terdiri atas : 

a. Pendapatan asU Desa terdiri ; 
b. Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat clan Pe-

merintah Daerah ; · 
c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

(2) Pendapatan Asli Desa sendiri dimaksud dalam ayat (I) huruf a Pasal I Pasal 
ini, terdiri dari : 
a. Hasil kekayaan Desa ; 
b. Hasil dari Swadaya dan part.isipasi masyarakat Desa ; 
c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa; 
d. Pungutan Desa ; 
e. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi 

Desa dan lumbung Desa, yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa. 

(3) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pusat dan Pemcrinlah Dae­
rdh dimaksud ayat ( I) huruf b Pasal ini terdiri dari ; 
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a. Swnbangan dan bantuan Pemerintah ; 
b. Sumbangan dan ban!uan Pemerintah Daerah ; 
i:. Sebagian dari hasil pcmasukan pajak dan retribusi Daerah yang diberikan 

kepada Desa. 
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(4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c Pasal ini, adalah pendapaum-pendapatan yang berasal dari sumbangan 
dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Kekayaan Desa terdiri atas:
a. Tanah-tanah Kas Desa ;
b. Pemandian umum yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa;
c. Pasar Desa yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ;
d. Obyek-obyek rekreasi yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah De­

sa ;
e. Bangunan milik Desa ;

f. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

(2) Kekayaan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan 
menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa.

Pasal 4

Dalam hal Desa belum/tidak memiliki Tanah Desa, Pemerintah Daerah 
berkewajiban mengusahakan peningkatan sumber Pendapatan dan kekayaan Desa.

Bagian Kedua 
Pengurasan dan Pengawasan

Pasal 5

Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dilakukan oleh 
Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa harus dimanfaatkan se­
penuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyaraka­
tan di Desa.

Pasal 6

(I) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah ini, ditetapkan
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(4) Lain-lain pendapaian Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c Pasal ini, adalah pcndapa1an-pendapa1ar1 yang berasal dari sumbansan 
dan aiau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengibt sesuai ~npn 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(I) Kekayaan Desa terdiri atas : 
a. Tanah-tanah Kas Desa ; 
b. Pemandian umum yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ; 
c. Pasir Desa yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ; 
d. Obyek-obyelt rekreasi yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah De­

sa; 
e. Bangunan milik Desa : 
f. Lain-lain kekayaan milik Pemerinlah Desa. 

(2) Kekayaan Desa dimaksud ayat (I) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan 
menyelengarakan urusan rumah langp ~-

Plsal 4 

Dalam hat Desa belum/tidak memiliki Tanah Desa, Pemerintah Daerah 
berkewajiban mengusahakan peningkatan sumber Pendapatan dan kekayaan Desa. 

Baaiaa Kedua 
PenpruucluPeapwuan 

Pual S 

Pengurusan Sumber Pendapatan clan Ketayaan Desa dilaltukan oleh 
Pemerintah Desa dan huilnya mcqjadi pcndapatan Desa harus dimanfaatkan sc,. 

pcnuhnya untuk penyelauaman pemerintahan. pembatwunan. dan kemasyanka­
lan di Desa. 

Pual 6 

(I) Besamya penghasilan yang diperolch dari surnber-sumber pendapatan Desa 
dimaksud Pasal 2 ayat (I) hurur a dan c PaalUran Daerah ini, ditetaptan 
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dengan Keputusan Desa.
(2) Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat peng­

esahan dari Bupati Kepala Daerah.
(3) Besamya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa 

dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini diatur tersendiri 
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pungutan Desa dimaksud Pasal-? ayat (2) huruf d Peraturan Daerah 
ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah.

Pasal S

(1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa 
dimaksud Pasal 1 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran 
Penerimaan dan Pengeluaran "keuangan Desa.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keu­
angan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 9

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan 
dan kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilaku­
kan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk 

olehnya.
Pasal 10

(1) Tanah-tanah Desa dimaksud Pasal 3 ayat (I) huruf a Peraturan Daerah ini 
dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diper­
lukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Desa.

(2) Pengesahan Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh:
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dengan Keputusan Desa. 
(2) Keputusan Desa dimaksud ayat (I) P-.isal ini berla.ku setelah mendapat peng­

esahan dari Bupati Kepala Daer.ah. 
(3) Besamya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa 

dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c Peratwan Daerah ir.i diatur tersendiri 
dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 7 

Pungutari Desa dimaksud Pasa.l_ 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah 
ini, diatur tersendiri dengan Peratur,m Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah. 

Pasal 8 

( I l Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa 
dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraluran Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran 
Penerirnaan dan Pengeluaran 'keuangan Desa. 

(2) Ketentuan-ketenluan mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keu­
angan Desa dimaksud ayat ( l) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah. 

Pasal 9 

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan surnber pendapatan 
<lan kekayaan Desa dimaksud dalam PasaJ 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilaku­
kan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk 
olehnya. 

Pasal. JO 

(1) Tanah-tanah Dcsa dimaksud Pasal 3 ayat (I) huruf a Peraturan Daerah ini 
dilarang uotuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diper­
lukan uniuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yangditetapkan dengan 
Keputusan Desa. 

(2) Pengesahan Keputusan Desa dimaksud ayat ( I) Pasal ini dilakukan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerahjika Desa yang bersangkutan telah memperolch: 
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a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;
b. Penggantian berapa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang 

senilai;
c. (jin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;

(3) Kekayaan Desa dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Peraturan Da­
erah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecu­
ali dengan Keputusan Desa.

(4) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan 
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah jika Desa yang bersangkutan te­
lah memperoleh penggantian yang senilai

BAB III 
ATURAN TAMBAHAN 

Pasal M

(1) Kekayaan Desa dimaksud Pasal 3 ayat (1) dari Desa yang statusnya berubah 

menjadi kelurahan ditetapkan menjadi kekayaan Kelurahan ;

(2) Perubahan dan atau peiimpahan/penyerahan kekayaan Kelurahan dimaksud 
ayat (1) Pasal ini, kepada pihak lain diproses melalui Keputusan Kepala Kelu­
rahan setelah Kepala Kelurahan yang bersangkutan mengadakan musyawarah 
Kelurahan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan orga­
nisasi kemasyarakatan serta Camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pe­
ngarah ;

(3) Surat Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (2) Pasal ini harus mendapat 
pengesahan dari Bupati/Wdikotamadya Kepala Daerah

' (4) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan pengesahan dimak­
sud ayat (3) Pasal ini harus lebih dahulu mendapat gin tertulis dari Gubernur 
Kepala Daerah

BAB IV 
ATURAN PERALIHAN 

Pasal 12

(1) Terhadap sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebehim berlakunya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan 
merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah 
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a. Oanti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas ; 
b. Penuantian berupa uang yans digunakan untuk membeli tanah lain yang 

senilai ; 
c. ljin tcrtulis dari Gubemur Kepala Daerah ; 

(3) Kebyaan Desa dimatsud Pasal 3 ayat (1) hwuf~ c, d, e dan f PeralUnUl Da­
erah ini. dilarang umut dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain. kcru­
ali denpn Keputusan Desa. 

(4) Pensesahan Keputusan Desa sebqaimana dimaksudayat(J) Pasal ini dilakukan 
oleh Bupati/Walitolamadya Kepala Daerah jita Desa yang bersangkutan tc­
lah mcmperoleh pengpntian yang seniJaL 

BAB Ill 
AnntAN TAMBAHAN 

Paul II 

(1) Kebyaan Desa dimatsud Pasal J ayat (I) dari Desa yang statusnya berubah 
rnerjadi kelurahan ditetapkan meajadi kekayaan Kelurahan ; 

(2) Perubaban clan atau pelimpahan/penycrahan kekayaan Kelurahan dimaksud 
a,at (I) Pual ini, kepada pihak lain cliproses melalui Keputusan Kepala Kdu­
ramn setelah Kepala Kelurahan yana bersangtutan menpdakan musyawanh 
Kclurahan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan orp­
nisasi kemasyarabtan serta Camat atau pejabat lain yang dituqjut sebapi pe­
ngarah; 

(3) Surat Keputusan Kcpala Kelurahan dimaksud ayat (2) Pasal ini harus mendapat 
pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah. 

· (4) Bupati/Walikotamadya KepaJa Daerah dalaln mene&aptan pengesahan dimak­
sud ayat (3) Pasat inf harus lebih dahulu mendapat jin tcrtulis dari Oubemur 
Kepala Daerah. 

BAB IV 
AnJRAN PDIALIHAN 

Pual 12 
. 

(I) Terhadap sumber pendapatan yang ada di Dea yuw sebelum bedlbmya 
Undang-undang Nomor S Tahun 1979 terWaDg Pemerimaban Dela. diurusdan 
merupakan sumber pendapatan bagi Pemerimah Daerah, Pelneraah DMrah 

39 
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berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud 
kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(2) Sumber pendapatan aseli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang No­
mor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber 
pendapatan Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu 
mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 13

(1) Tanah Desa yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola 
oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengan 
Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang peng­
urusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuang­

an Desa.

(2) Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah Desa yang statusnya berubah 
menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah me­
lalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukkan 
bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat Ke­
lurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan Desa dan/atau Kelurahan 

lainnya yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(3) Hasil dari Tanah Kas Desa yang proses pengurusannya melalui dan tertuang 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sebagaimana di­
maksud dalam ayat (2) merupakan titipan yang penggunaannya diproses me­
lalui mekanisme Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk 
Desa serta Daftar Usulan kegiatan Kelurahan untuk Kelurahan.

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan 
Pengawasannya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

40
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berteqiban memberibn sebagian dari basil sumber pendapatan dimaksud 
kepada Pemerinlah Desa yang besamya dilenlukan dallrn Paaturan Daerah 
Propinsi Daerah Tmgtat I Jawa Tenph. 

(2) Sumber pendaparan aseli Desa yang sebelum bertatunya Undang-undar,g No­
mor S Tahun 1979 tentana Pemerintahan Desa, diurus dan merupabn sumber 
pendapatan Desa, mab Pemcrintah Daerah bert~ibln unwk membantu 
mengembangkan agar dapat memberikan basil yang sebesar-besamya. 

Pua! 13 

( l) Tanah Desa yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola 
oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengnn 
Peraturan Daerah ini ditelapkan meqadi sumber pendapatan Desa yang peng­
urusannya ditelapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Per,geJuaran Keu:1ng­
an Desa. 

(2) Surnber-sumber peodapatan Desa beNpa tanah Desa yang statusnya bcrubah 
meltjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemcrinlah Daerah me­
lalui Anggaran Pendapatan dan Belal\ia Dacrah Tmgkat II yang diperuntukbn 
bagi kepemingan pelaksanaan pemerinlahan dan pembangunan ditingbt Ke­
lurahan dengan tctap mempcrhatikan keseinibangan Desa dan/atau Kelurahan 
lainnya yang ada di Daerah Tingkat II yang bcrsangkulan. 

(3) Hasil dari Tanah Kas Desa yang proses pengurusaMya melalui dan tenuang 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah Tangkat II sebapimana di­
maksud dalam ·ayat (2) merupakan titipan yang penggunaannya diproses me­
lalui mekanisme Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa umuk 
Desa serta Daftar Usulan kegiatan Kelurahan unluk Kelurahan. 

BAB V 
KETENTUAN PENlJl'UP 

Pasal 14 

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ·ketenluan yang 
menga1u1 mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan 
Pengawasannya yang benentangan dan atau tidak sesuai dengan Per-,lluran Daerah 
ini dinyatakan lidak berlaku lagi. 
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Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih laqjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun­
dangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd. ttd.

!r. SOEKORAHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya.
tanggal, 1 April 1989 Nomor: 970.33 - 242.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor: 19 tanggal, 30 - 5 - 1989.

Seri : D No. : 11.

Sekretaris Wilayah Z Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

ymt.

ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRO DARMANTO
NIP 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang
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Pasal 15 

Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih Jarvut oleh Gubemur Kepala Daerah sepaqjang mengenai pelaksanaaMya. 

Pasa1 16 

Peraturan Dacrah ini mulai bcrlak.u pada tanggal di undangkan 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun­
dangan Peraturan Daerah ini. dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah. 

Semarang, 30Agustus 1988 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEIWI GUBERNUR KEPAL\ DABWI 11NGKAT l 
PROPtNSJ OAEIWI TING.KAT I JAWA lENGAII JAWA lENGAH 

' Kl:n.JA, 

ttd. ttd. 

Ir. SOEKORAHARDJO I S M A I L 

Diahbn oleh Menteri Dalam Negeri dengan l(q,utusaMya. 
tanggal. I April 1989 Nomor : 970.33 - 242. 
Diundangkan daJaln Lembamn Dae1al1 Propinsi Oaemh Tmgkat I 
Jawa Tenph Nomor: 19 tangpl. 30 - S - 1989. 

Seri : D No. : 11. 

Setretaris Wilayah / Daerah Tmgkat I 
JawaTenph 

ymt. 

lid. 

On. WALODO TJOUO DAIMANTO 
NIP 010 014 956 

Pemblntu Gubemur Jawa Tenph 
untuk Wilayah Semarang 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT 1 JAWA TENGAH

NOMOR: 20 TAHUN 1988

TENTANG:

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN 
PENGAWASANNYA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada, 
yang mengatur Desa, yaitu Inlandsce Gemente Ordonantie (Stbl 1906 Nomor 
83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, Desa Pemerintahan Desa bentuk dan 
coraknya beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, 
yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk membina dan pengendalian 
yang intensip guna peningkatan tarap hidup masyarakatnya.
Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan di atas tidak meng­
atur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan 
kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ber­
usaha mengakhiri keadaan tersebut di atas dengan mencantumkan ketentuan- 
ketentuan yang mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintah 
an Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pan­
casila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah 
yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.
Sejalan dengan maksud itu telah banyak dikeluarkan aturan pelaksanaannya 
antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang 
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya se­
bagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa di Jawa Tengah yang sampai 
saat ini belum diatur secara seragam, perlu diatur penyeragamannya. Dengan 
pengaturan itu Pemerintah Daerah akan mudah untuk mengarahkan agar pe­
manfaatan sumber pendapatan dan kekayaan Desa lebih berdaya guna dan ber­
hasil guna dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini pen- 
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PENJELASAN 
PERAnJRAN DAEIWI PROPINSI DAERAH 

11NGKA:l' I JAWA nNGAH 

NOMOR : 20 TAIIUN 1988 

TENTANG: 

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA. PENGURUSAN DAN 
PENGAWASANNYA 

J. PENJELASAN IJMUM. 
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Sebagai ak.ibat pewarisan dari Undang-und3ng lama yang pemah ada, 
yang mengatur Desa, yaitu lnlandsce Gemcnlc Ordonantie (Stbl 1906 Nomor 
83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Desa Pemerintahan Desa bentuk dan 
coraknya beraneka ragam, masi.ng-masing daerah memilik.i ciri<irinya sendiri, 
yang kadang-_kadang merupakan hambatan W1luk membina dan pengendalian 
yang intensip gWJa peningkatan tarap hidup masyarakatnya. 
Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan di atas tidak meng­
atur pemerintahan Desa secara scragam dan kurang memberikan dorongan 
kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah k.emajuan yang dinamis. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ber­
waha mengakhiri keadaan tersebut di atas dengan mencantumkan ltetentuan­
ltetentuan yang mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintah 
an Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pan­
casill secara nyata, dengan menyalurlcan pendapat masyaraltat dalam wadah 
yang disebut l.embaga Musyawarah Desa. 
Sejalan dengan maksud itu telah banyak dikeluarkan aturan pelaksanaannya 
antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 tentang 
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa., Pengurusan dan hnpwasannya se­
bagai tindak lar\jut dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor S 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Sumber Pendapatan clan Ketayaan Desa di Jawa Tmph yang sampai 
saat ini belum diatur sccara serasam. perlu diatur penyerapmaMya. Dengan 
pengaturrn itu Pemerintah Daerah akan mudah untuk mengarahtan agar pe­
manfaatan sumber pendapatan dan kekayaan Desa lebih berdaya guna dan ber­
hasil guna dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini pen-



11

ling karena pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya 
pemerintahan dan pembangunan Desa.

* Berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan 
Pengawasannya, maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan mak­
sud Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, menetapkan keseragaman 
sumber pendapatan dan kekayaan Desa baik yang saat ini telah ada maupun 
yang mungkin akan ada dikelak kemudian, keseragaman cara mengurus sum­
ber-sumber pendapatan dan kekayaan tersebut, pengawasan serta pengaman­

annya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

ayat (2) huruf a s/d d : Cukup jelas.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf e Yai% dimaksud dengan lain-lain hasil dari 
usaha Desa yang sah adalah usaha-usaha 
yang sah untuk meningkatkan pendapatan 
Desa dan menciptakan usaha-usaha baru

* dalam batas yang ditentukan oleh peraturan 
pemndang-undangan yang berlaku, seperti 
misalnya usaha pembakaran kapur, gen­
ting, bata, peternakan, perikanan, pertani­
an, perkebunan, pangkalan kendaraan dan 
lain-lain.

Pasal 3 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa 
adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan 
merupakan kekayaan Desa, yang sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini disebut 
Bengkok, Titisara, ftmgonan, Pituwas dan 
lain-lain yang sejenisnya.
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ling karena pcmbiayaan merupatan bagian yang tat terpisahkan dari jalannya 
pemerintahan dan pembangunan Desa. 

" Berdasarbn pada Pasa.1 13 Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 1 
Tahun 1982 lenq Sumber Pendapatan dan Kekayaan Dcsa. Pengurusan clan 
Penpwasannya, mata disusunlah Peraturan Daerah ini. 

Kdentuan-ketentuan dalam Peratunm Daerah ini sejaJan de•n mat­
sud Peraturan Mcnteri DaJam Negeri tersebut di atas. menetapkan kesc:ragaman 
sumber pendapatan dan ketayaan Oesa bait yang saat ini telah ada maupun 
yang mungkin abn ada ditelat kemudian. keserapman cara mengwus sum­
ber-swnber pendapatan dan kekayaan tersebul, penpwasan serta pengaman­
annya. 

II. PENJEWAN PASAL DEMI PASAL : 

Plasal I 

Pasal 2 ayat (I) 

ayal (2) hwuf a s/d d 

ayat (2) huruf e 

Pasal 3 ayat (I) hurufa 

Cukupjelas 

Cukupjelas. 

Cutupjcla. 

Yang dimaksud denpn lain-lain basil dari 
usaha Desa yang 11h adalah usaha-usaha 
yang sah untult meninstatbn pcndapatan . 
Desa clan menciplakan uaha-usaha baru 
dalam batas,anaditentukanoleh pcrawran 
perundarc-unda, )'lffl bertaku, seperti 
misalnya usaha pembakaran kapur. gen­
tin,. bata, petemakan, peribnan., pertani­
an. perkebunan, .... Jan kendaraan dan 
Jain-lain. 

yang dimabud delwan Tanah Kas Dcsa 
adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan 
merupakan kekayaan Desa. yang sebeJum 
bedakunya Peraturan Dacrah ini disebul 
Benakok. Titisala., Panaonan, Pituwas dan 
lain-lain Yin& se,icnisnya. 

43 
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ayat (1) huruf b s/d f Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas.

pasal 4 Yang dimaksud Pasal ini adalah Pemerintah 
Daerah memberikan bantuan untuk Sum­
ber Pendapatan Desa seperti bantuan hono­
rarium kepada Kepala Desa dan Perangkat 
Desa bagi Desa yang tak berbengkok mela­
lui APBD Tingkat 1 maupun APBD Tingkat 
II, mengusahakan penyediaan bengkok de­
ngan jalan pembelian melalui dana APBD 
Tingkat 1 maupun Tingkat 11 atau meng­
usahakan hak atas tanah negara bebas se­
bagai bengkok bila memungkinkan.

Pasal 5 Yang dimaksud dengan pengurusan dalam 
Pasal ini adalah pengaturan dan perencana­
an penggunaan penghasilan dari sumber 
pendapatan dan kekayaan Desa yang dila­
kukan oleh Pemerintah Desa untuk menye­
lenggarakan pemerintahan dan,pemba­
ngunan Desa dengan baik.
Yang dimaksud dengan Kemasyarakatan 
Desa adalah hal yang memasyarakatkan di 
Desa seperti menguruskan jenazah orang ti­
dak mampu, menolong pada waktu ben­
cana alam, memberikan bantuan biaya be- 
lajar pada anak yang tidak mampu dan se- 
bagainya.

44

pasaJ 4 

Pasal 5 
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ayat (I) huruf b s/d f 

ayal (2) 
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Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud Pa.sal ini adalah Pemerintah 
Daerah memberikan bantuan untuk Sum­
ber Pendapatan Desa sepeni bantuan hono­
rarium kepada Kepala Desa dan Perangkat 

· Desa bagi Desa yang tak berbengkok mela­
lui APBD Tmgkat I maupun APBD Ttngkat 
U, mengusahalan penyediaan bengkok de­
ngan jalan pembelian melalui dana APBD 
Tmgkat I maupun Tingkat II atau meng­
usahakan hat atas tanah negara bebas se­
bagai bengkok bila memungk.inkan. 

Yang dimaksud dengan pengurusan dalam 
Pasal ini adalah pengaturan dan perencana­
an penggunaan penghasilan dari sumber 
pendapatan dan kekayaan Desa yang dila­
kukan oleh Pemerintah Desa untuk menye­
ienggarak.an pemerintahan dan • pemba­
ngunan Desa dengan baik. 
Yang dimaksud dengan Kemasyarakatan 
Desa adalah hal yang memasyarakatkan di 
Desa seperti menguruskanjenazah orang ti­
dak mampu, rnenolong pada waktu ben­
cana alam, memberikan bantuan biaya be­
lajar pada anak yang tidak mampu dan se­
bagainya. 
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pasal 6 ayat (t) dan ayat (2) 

ayat(3)

Cukup jelas

Yang dimaksud ayat ini adalah pemberian 
bagian hasil penerimaan pajak atau retribu­
si tertentu untuk Desa sebagai Sumber Pen­
dapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah atau Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan me­
nurut jenis pajak/retribusinya.

Pasal 7 s/d. 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Yang dimaksud dengan pengawasan dalam 
Pasal ini adalah pemeriksaan yang dilaku­
kan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat 
lain yang ditunjuk olehnya terhadap peng­
urusan dalam rangka penyelenggaraan Pe­
merintahan Desa dengan baik.

Pasal 10 ayat (1) s/d (3) Cukup jelas.

ayat(4) Apabila pelimpahan atau penyerahan keka­
yaan Desa menyangkut Tanah Desa, maka 
berlaku ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 11 Yang dimaksud Pasal ini adalah ketentuan 
ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Da­
erah ini antara lain cara mengurus Tanah 
Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya 
berupa status menjadi Kelurahan, Petun­
juk, Pelaksanaan mutasi Tanah Bengkok 
dan Tanah Bondo Desa yang Desanya ber­
ubah status menjadi Kelurahan.

Pasal 12 s/d 16 Cukup jelas.
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pasal 6 ayal (l) dan a)'II (2) 

ayal(J) 

Pasal 7 s/d 8 

Pasal 9 

Pasal JO ay,il (I) s/d (3) 

ayat (4) 

P,4sal 11 

Pasal 12 s/d 16 
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Cukupjelas 

Yang dimaksud ayat ini adalah pemberian 
bagian hasil penerimun pejak atau rettibu­
si tcrtcntu untut Desa sebapi Sumber Pen­
dapatan Desa ditetapkan denpn Pcraturan 
Daerah Propinsi Daerah 11ngkat I Jawa Te. 
ngah alau PcralUran Daerah Kabupaten 
Daerah Tu,gkat II yang bersangkutan me• 
nurut jenis pajak/relribusinya. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam 
Pasal ini adalah pemerik5a"1 yang dilaku• 
kan oleh Bupati Kepala Oaerah alau pejabat 
lain yang ditur\iuk olehnya terhadap peng­
urusan dalam rangk.a penyelenggaraan Pe­
merintahan Desa dengan baik. 

Cukup jelas. 

Apabila pelimpahan atau penyerahan keka­
yaan Desa menyangkut Tanah Desa. maka 
berlaku ketentuan ayat (I) dan (2) Pasal ini. 

Yang dimaksud Pasal ini adalah ketcntuan 
kctentuan pelaksanaan dari Peraturan Da• 
erah ini antara lain aua mengurus Tanah 
Bengkok dan Bondo Dcsa yang Desanya 
berupa status me,vadi Kelurahan. Petun. 
juk. Pelaksanaan mutasi Tanah Bengkok 
dan Tanah Bondo Desa yang Desanya ber• 
ubah status meqjadi Kelurahan. 

Cukup jelas. 
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